FAKULTAS d UNuuu-.% ne r g

UMSIDA" | 35t o 28

POLICY
PAPER

Peningkatan Kapasitas Pegawai dalam
Penerapan Smart City di Kabupaten Sidoarjo

Oleh :
lImi Usrotin Choiriyah, M.AP



e

Letter of Transmittal

Policy Paper ini ditujukan kepada seluruh jajaran Organisasi
Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo dalam rangka
membantu mengatasi permasalahan kurangnya kapasitas
pegawai dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi
untuk mewujudkan Smart City.




Latar
Belakang

Kabupaten Sidoarjo, sebagai bagian

dari upaya kualitas
hidup

pelayanan

meningkatkan
masyarakat dan  efisiensi
publik,

inisiatif penerapan Smart City. Namun,

telah memulai

untuk mencapai tujuan ini dengan
efektif, dibutuhkan
kapasitas pegawai

peningkatan
agar mampu
mengelola teknologi dan data yang

terlibat dalam ekosistem Smart City.

Ringkasan
Eksekutif

Kabupaten Sidoarjo telah menginisiasi
langkah-langkah menuju penerapan Smart
City untuk meningkatkan kualitas hidup
masyarakat dan efisiensi pelayanan publik.
Namun, keberhasilan penerapan ini sangat
bergantung

pada kemampuan  dan

kapasitas pegawai dalam  mengelola

teknologi dan data yang terlibat. Policy
langkah-langkah

paper ini mengusulkan

konkret untuk meningkatkan kapasitas
pegawai. Dengan mengadopsi kebijakan ini,
diharapkan Kabupaten Sidoarjo dapat
memaksimalkan potensi teknologi informasi
untuk meningkatkan efisiensi pelayanan
publik dan kualitas hidup masyarakat secara
keseluruhan. Kesuksesan implementasi
kebijakan ini akan menjadi contoh inspiratif
bagi daerah lain dalam menerapkan konsep

Smart City secara efektif dan berkelanjutan.




Tujuan

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan
kemampuan pegawai di Kabupaten Sidoarjo dalam menerapkan konsep Smart City,
sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan publik dan manfaatnya bagi masyarakat.

Situasi Permasalahan

Kabupaten Sidoarjo, seperti banyak daerah di Indonesia, sedang berupaya untuk
mengimplementasikan konsep Smart City guna meningkatkan efisiensi pelayanan publik
dan kualitas hidup masyarakat. Namun, dalam proses penerapannya, terdapat beberapa
permasalahan utama terkait kapasitas pegawai yang perlu diatasi. Pertaman, keterbatasan
pengetahuan dan keterampilan teknologi. Banyak pegawai di Kabupaten Sidoarjo yang
belum memiliki pengetahuan mendalam tentang teknologi informasi yang mendukung
konsep Smart City seperti Internet of Things (loT), big data analytics, dan sistem informasi
geografis (SIG). Hal ini menghambat kemampuan mereka dalam mengelola dan
memanfaatkan data secara efektif untuk pengambilan keputusan yang cerdas. Kedua,
kurangnya pengalaman dalam pengelolaan proyek teknologi besar. Implementasi Smart
City sering melibatkan proyek-proyek besar yang memerlukan kemampuan manajerial dan
kepemimpinan yang kuat. Banyak pegawai mungkin belum memiliki pengalaman atau
keterampilan yang cukup untuk mengelola proyek-proyek ini dengan efektif. Ketiga,
kesenjangan keterampilan antara generasi pegawai. Terdapat kesenjangan keterampilan
antara generasi pegawai yang lebih muda yang mungkin lebih terbiasa dengan teknologi
baru, dan generasi yang lebih senior yang mungkin memiliki keterampilan manajerial yang
kuat namun belum terampil dalam teknologi digital terbaru. Keempat, kurangnya akses
terhadap pelatihan dan sumber daya. Sumber daya untuk pelatihan dalam teknologi
canggih mungkin terbatas di daerah tersebut. Hal ini membuat sulit bagi pegawai untuk
memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan secara mendalam. Kelima,
tingginya tingkat perubahan teknologi. Dunia teknologi berubah dengan cepat, dan
pegawai perlu terus menerus mengikuti perkembangan terbaru untuk tetap relevan dan

efektif dalam mengelola proyek Smart City.
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Analisis Alternatif

1. Penilaian Kebutuhan Karyawan. Melakukan audit kompetensi untuk
mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi pegawai yang
terlibat langsung dalam proyek Smart City.

2.Perencanaan Pelatihan Berkelanjutan. Mengembangkan program pelatihan
berkelanjutan yang mencakup aspek teknis (seperti pengelolaan data, 0T, big
data analytics) dan manajerial (seperti kepemimpinan, manajemen proyek).

3.Kolaborasi dengan Institusi Pendidikan dan Swasta. Mengadakan kemitraan
dengan universitas dan lembaga pendidikan tinggi lokal untuk menyediakan
pelatihan yang relevan dan sertifikasi dalam teknologi terkait Smart City.
Berkolaborasi dengan perusahaan teknologi untuk memfasilitasi workshop
dan pelatihan praktis.

4.Pengembangan Sistem Penghargaan dan Pengakuan. Membangun sistem
penghargaan dan pengakuan bagi pegawai yang berkontribusi signifikan
dalam implementasi inisiatif Smart City.

5.Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan. Menetapkan mekanisme untuk
memantau dan mengevaluasi efektivitas program pelatihan serta dampaknya
terhadap kemajuan penerapan Smart City di Kabupaten Sidoarjo.

Konsekuensi
Alternatif

1.Keterbatasan dalam Inovasi dan Efisiensi: Tanpa kapasitas
yang memadai, Kabupaten Sidoarjo mungkin kesulitan
untuk menerapkan inovasi-inovasi terbaru yang dapat
meningkatkan efisiensi pelayanan publik.

2.Risiko Keberlanjutan Proyek: Proyek-proyek Smart City yang
tidak didukung oleh kapasitas pegawai yang memadai
berisiko mengalami hambatan dalam implementasi dan
keberlanjutannya.

3.Tantangan Menghadapi Persaingan Global: Dengan
transformasi digital global yang terjadi, daerah ini perlu siap
secara kompetitif untuk tetap relevan dan bersaing.
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Alternatif Kebijakan
2. yang Direkomendasikan

1.Komitmen Pemimpin Pemerintah. Dukungan dan

komitmen dari kepemimpinan pemerintah daerah
untuk memastikan keberhasilan implementasi
kebijakan ini.

2.Partisipasi Aktif Pegawai. Mendorong partisipasi
aktif dari pegawai dalam program pelatihan dan
pengembangan.

3.Evaluasi Rutin. Melakukan evaluasi secara rutin
terhadap keberhasilan program untuk
penyesuaian dan peningkatan lanjutan.

Kendala

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Sidoarjo mungkin menghadapi keterbatasan dalam jumlah pegawai yang memiliki
keterampilan dan pengetahuan teknis yang cukup untuk mengelola proyek Smart City. Ketersediaan
pegawai dengan latar belakang IT yang memadai sering kali menjadi hambatan utama. Selain itu,
tingkat pergantian pegawai yang tinggi dapat mengganggu kontinuitas dan keberlanjutan program
pelatihan dan pengembangan.

2. Keterbatasan Anggaran

Anggaran yang terbatas sering menjadi hambatan dalam menyediakan pelatihan yang cukup dan
berkualitas bagi pegawai. Pelatihan teknologi canggih biasanya memerlukan investasi yang signifikan
dalam hal biaya dan waktu.

3. Kesulitan Mengikuti Perkembangan Teknologi

Dunia teknologi terus berubah dengan cepat. Pegawai mungkin mengalami kesulitan untuk terus
menerus mengikuti perkembangan terbaru dan menerapkannya dalam konteks Smart City.

4. Tantangan Budaya Organisasi

Tidak semua pegawai mungkin terbuka terhadap perubahan teknologi yang cepat. Resistensi
terhadap adopsi teknologi baru dapat menghambat kemajuan implementasi Smart City. Struktur
birokrasi dan proses administratif yang berbelit-belit juga dapat memperlambat pengambilan
keputusan dan implementasi inovasi.

5. Kurangnya Infrastruktur IT yang Memadai

Infrastruktur IT yang tidak memadai, termasuk konektivitas internet yang tidak stabil atau perangkat
keras yang ketinggalan zaman, dapat menjadi hambatan dalam penerapan teknologi Smart City.




Kesimpulan dan Rekomendasi

Kabupaten Sidoarjo menghadapi tantangan dalam ketersediaan sumber daya manusia
yang memiliki keterampilan dan pengetahuan teknologi informasi yang cukup.
Keterbatasan anggaran untuk pelatihan dan pengembangan pegawai dalam teknologi
canggih merupakan hambatan signifikan. Perubahan teknologi yang cepat menuntut agar
pegawai terus mengikuti perkembangan terbaru untuk menerapkan solusi Smart City
dengan efektif. Resistensi terhadap perubahan dan budaya organisasi yang belum
mendukung inovasi menjadi penghambat potensial. Dengan menerapkan rekomendasi
yang telah dipaparkan, diharapkan Kabupaten Sidoarjo dapat memperkuat kapasitas
pegawai mereka dalam mengelola teknologi informasi yang mendukung Smart City. Hal ini
akan memungkinkan penyediaan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan
berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sehingga memberikan dampak positif yang
signifikan bagi perkembangan daerah secara keseluruhan.




